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ABSTRAK

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
atau disingkat UUP, perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan
Negara dapat dibatalkan melalui proses pengadilan, sebagaimana diatur dalam
Pasal 22-28 jo Pasal 37-38 PP No. 9 Tahun 1975.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam telah mengatur tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan. Di
antara alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan
adalah: masih terikat perkawinan dengan orang lain, wali nikah yang melakukan
perkawinan itu tidak sah, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri,
suami yang masih mempunyai istri yang sah menikah lagi tanpa seizin istri dan
izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan
Agama Jakarta Timur alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan
intervensi pembatalan perkawinan adalah karena suami menikah dengan istri
kedua tanpa seizin dari istri yang pertama, setelah suami menjalani kehidupan
rumah tangga dengan istri kedua selama bertahun-tahun, suami mengajukan
permohonan cerai atas istri kedua kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur,
kemudian ketika sidang sedang berjalan masuklah gugatan penggugat intervensi
yaitu istri pertama dan mohon bergabung dalam perkara ini.

Tujuan dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana tata cara
mengajukan gugatan kepada pengadilan agama ketika proses persidangan perkara
perceraian sedang berlangsung, mengetahui pihak-pihak mana saja yang boleh
mengajukan  pembatalan perkawinan serta mengetahui pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis dengan mendekati
masalah yang diteliti yang mendasarkan kepada semua tata aturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), dalam hal ini hukum positif
yang mengatur tentang perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan
pada khususnya.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan serta pertimbangan-
pertimbangan hakim maka Pengadilan Agama Jakarta Timur memutus perkara
No. 935/pdt. G/2004/PAJT. Dengan membatalkan perkawinan antara tergugat |
intervensi dengan tergugat Il intervensi serta akibat hukumnya karena melakukan
pernikahan tanpa adanya persetujuan dari pihak penggugat intervensi dalam hal
ini tergugat I intervensi dengan tergugat II intervensi membenarkannya dan tidak
membantahnya. Menyatakan bahwa Akta Nikah tergugat intervensi II dengan
tergugat intervensi II No. 1401/39/XII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Jatinegara harus dinyatakan tidak pernah ada.
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...Sesungguhnya Allah tidak aRan merubah Readaan suatu Raum sehingga mereka merubah
Readaan yang ada pada diri mereka sendiri.... ( ar-Ra’du 13:11)
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Allah tidaR, membebani seseorang melainkan sesuai dengan

Resanggupannya. 1a mendapat pahala (dari Rebajikan) yang

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. 4 Q.S. al-Bagarah (2): 286 &

Jika Anda memakai hukum Islam sebagai senjata untuk
membungkam orang lain,
sebaiknya Anda tahu bagaimana menggunakanannya
(Khaled Abou EI Fadl)
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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Rl dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba‘ B -
o Ta’ T -
& Sa S S (dengan titik di atas)
' Jim J -
7 Ha* H H (dengan titik di bawah)
f Kha' Kh -
d Dal D -
3 Zal z Z (dengan titik di atas)
) Ra’ R -
) Zai z -
¢ Sin S -
o Syin Sy -




4 Sad S S (dengan titik di bawah)
P Dad D D (dengan titik di bawah)
b Ta' T T (dengan titik di bawah)
L Za' z Z (dengan titik di bawah)
& ‘Ain Koma terbalik di atas
t Gain G -
) Fa“ F
3 Qaf Q
4 Kaf K
J Lam L
¢ Mim M
R Nun N
9 Wawu W
» Ha’ H
Apostrof  (tetapi  tidak
3 Hamzah dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
S Ya' Y -

Xi




2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
> Kasroh [ i
’ Dammah u u
Contoh:
S - kataba B yazhabu
Jiw su’ila 83 - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& - Fathah dan ya ai adani
S . Fathah dan wawu au adanu
Contoh
S - kaifa JsA -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Xii



Tanda Nama Huruf Latin Nama

[ - Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah
& Kasrah dan ya i i dengan garis di atas
3 - dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
Jé - qala JE - gila
(<) - rama Js& - yaqulu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: 4alk- Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: :\_',.;j\ :‘h@jj - raudah al-Jannah
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5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: % - rabbana
;v-'\ - nu’imma
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu «JI”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh gamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:  JaDV —ar-rajulu

sl — as-sayyidatu

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf gamariyah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Bila diikuti oleh huruf syamsiyah mupun huruf gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yag mengikutinya dan dihubungkan dengan

tanda sambung (-)
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Contoh: 5333\ - al-galamu BREN -al-jalalu
e - al-badi'u
7. Hamzah
Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
(s - syai’un <yl - umirtu
¢ 5l - an-nau’u O3l - ta’khuzuna

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
OB A sl ) ) s - Wainnallaha lahuwa khair ar-raziqin atau
Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
O el 5 JSI ) 8 la - Fa ‘aufu al-kaila wa al-mizana atau
Fa ‘auful — kaila wal — mizana
9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
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10.

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

Jsmy ¥) Yasalas - wama Muhammadun illa Rasul

lall s in <) - innaawwala baitin wudi’a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
8 C-"'éj Al (48 pad - nasrun minallahi wa fathun qorib

G_p;f“j\ A& [jllahi al-amaru jami’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu

tajwid.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang berada di atas bumi diciptakan oleh Allah SWT, dan
berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Setiap manusia itu pada
umumnya menginginkan adanya kebahagian, ketentraman dan selalu ingin meraih
serta memiliki kebahagiaan pada mereka, akan tetapi suatu kebahagian itu tidak
mudah untuk didapat atau dimiliki jika tidak mematuhi segala peraturan-peraturan
yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu
kebahagian antara laki-laki dan perempuan adalah dengan jalan melaksanakan
perkawinan. Hal ini tergambar dalam sebuah tujuan perkawinan yaitu
menciptakan keluarga yang kekal, abadi dan bahagia serta sejahtera baik lahir
maupun batin antara suami dan istri. Sebagaimana yang telah Allah kehendaki di

dalam firman-Nya:

dan 58350 aSin Jan s Lel) 1Sl a g 3l Sl (e o1 G318 O 4l e
Lo Sy o g8l Y elly &)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

'Ar Rum (30): 21.



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.?

Pengertian Pasal 1 di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut
tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga,
materiil dan spiritual demi kebahagian di dunia maupun di akhirat. Hubungan
keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian
yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga
dipertanggung jawabkan kepadanya.’ Islam telah menetapkan aturan-aturan
hukum perkawinan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari
kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat.

Bagi umat manusia perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan
tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang
yang melangsungkan sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan
nafsu birahi saja melainkan untuk mendapatkan ketenangan, meraih ketentraman
dan meraih sikap saling memiliki serta saling menyayangi di antara suami dan
istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam serta penuh dengan
rasa pengertian satu sama lain. Di samping itu tujuan yang lain adalah untuk
menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga baik dari pihak suami maupun

pihak istri dengan berlandaskan pada suatu etika yang penuh dengan ukhuwah

? Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 1.

3 H. Syaidur Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya
(Ditinjau dari Segi Hukum Islam), cet ke-1 (Bandung: Alumni, 1981), him. 3.



Basyariah dan Islamiah.* Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala
sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan harus diatur oleh hukum dengan rinci
dan lengkap. Suatu perkawinan yang dikatakan sah apabila segala bentuk syarat-
syarat dan rukun-rukunnya itu terpenuhi atau dilaksanakan secara sempurna serta
tidak melanggar larangan perkawinan menurut agama maupun menurut hukum
Negara.

Suatu perkawinan apabila terjadi pelanggaran atau melanggar larangan
perkawinan atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka
perkawinan tersebut tidak sah dan dapat difasakhkan.’

Putusnya tali perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya
keputusan dari pengadilan, baik keputusan dari Pengadilan Agama maupun
keputusan dari Pengadilan Negeri, suatu perkawinan dapat diputus oleh
pengadilan jika adanya permohonan atau gugatan pembatalan perkawinan yang
diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan serta oleh pihak-pihak yang
berkepentingan.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila diketahui telah menjalin
hubungan suami istri, kemudian ternyata dari hubungannya itu diketahui bahwa
syarat-syarat yang digunakan untuk mengikat hubungannya dalam perkawinan itu
telah terjadi pelanggaran maka salah satu pihak atau pihak yang lain yang
berkepentingan dengan perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan atau

gugatan pembatalan perkawinan.

* Mohammad Asmawi, Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan) (Yogyakarta:
Darussalam, 2004), hlm. 3.

> Ibnu Rusyd, Bidayatu al-Mujtahiad (Indonesia: Dar lhyau Al-Kutubi, al-*Arabiyyah, t.
t), Il... him. 3.



Ada kemungkinan misalnya atas dasar kekhilafan, seperti suatu
perkawinan telah dilangsungkan padahal syarat-syaratnya ada yang tidak
terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah dilanggar misalnya salah satu
pihak masih terkait perkawinan lama atau perkawinannya dilangsungkan oleh
pegawai pencatat sipil yang tidak berkuasa serta berwenang dan lain sebagainya.
Perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim, atas adanya tuntutan
orang-orang yang berkepentingan atau atas dasar tuntutan jaksa, tetapi selama
belum dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut itu maka perkawinannya
masih berlaku sebagai perkawinan yang sah.°

Untuk mancapai tujuan perkawinan tersebut, unsur yang harus ada adalah
adanya persetujuan dan kejujuran dari kedua belah pihak. Dengan persetujuan dan
kejujuran itu berarti telah tercipta persamaan langkah sebagai landasan yang
kokoh dalam menjalani hidup berkeluarga. Apabila seorang pria dan seorang
wanita telah mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan
untuk melangsungkan perkawinan, maka itu berarti mereka telah berjanji akan
taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku selama perkawinan itu
berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.’

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh

% Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 1985), him. 27.

7 Soemiyati, Hukum Perkawinan Isam dan Undang-Undang Perkawinan, cet ke-2
(Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 10.



mempunyai seorang suami,® kecuali bagi suami yang mendapatkan izin dari istri
pertama dan izin dari pengadilan, namun demikian sesuatu yang tidak lazim
adalah seorang pria mempunyai lebih dari seorang istri tanpa ada izin dari istri
pertama dan izin dari pengadilan. Hal tersebut ini biasa dikatakan dengan
berpoligami secara tidak sah. Poligami yang tidak sah dapat terjadi karena
perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri
pertama atau tanpa menghiraukan peraturan-peraturan yang berlaku dan tanpa
mengandung motivasi serta tatacara pelaksanaan yang dilakukannya itu benar
atau salah. Jadi agar pelaksanaannya itu terlepas dari peraturan hukum yang ada,
maka dilakukanlah ketidak jujuran dan secara diam-diam.

Secara diam-diam yang dimaksud adalah seorang suami melangsungkan
perkawinan tanpa adanya izin dari istri pertama termasuk mendapat izin dari
pengadilan padahal suami tersebut masih mempunyai istri yang sah. Peristiwa
tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa “seorang yang masih terikat
dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami yang mendapat izin
dari Pengadilan”.’ Terjadinya perkawinan secara diam-diam tanpa adanya izin
dari istri pertama bisa jadi seorang suami sangat sulit sekali mendapatkan izin dari
sang istri ataupun dari pengadilan karena tidak ada satu alasan pun yang dapat
mempermudah adanya izin untuk melangsungkan perkawinannya, maka seorang
suami mencari jalan pintas dengan melangsungkan perkawinan secara diam-diam

dan memalsukan identitas diri dengan cara berstatus duda padahal sang suami

¥ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

? |bid., Pasal 9.



masih mempunyai istri yang sah demi memperlancar proses perkawinan tersebut
di pengadilan.

Dengan demikian perkawinan poligami secara tidak sah di mata hukum
ditambah dengan adanya perkawinan secara diam-diam dan memalsukan status
merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak
karena melangsungkan perkawinan tanpa adanya izin dari salah satu pihak.
Akibatnya salah satu pihak merasa ditipu dan dihancurkan rumah tangganya oleh
pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Sehubungan degan masalah di atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 5 (a) telah memperingatkan bahwa seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu
adanya persetujuan dari istri/istri-istri. Kaitannya dengan hal tersebut, barang
siapa yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan tersebut maka pihak
yang merasa ditipu dan dihacurkan rumah tangganya dapat mengajukan gugatan
pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama setempat.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tersebut yang tidak
sah dapat membawa akibat hukum bagi suami, istri, keluarga masing-masing
maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Oleh karena itu pembatalan
perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang letaknya di mana
daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri,
suami atau istri. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan

perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.



Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan juga harus diusahakan
agar tidak merugikan pihak-pihak yang beri’tikad baik. Perlindungan tersebut
diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta kepada pihak
ketiga yang telah memperoleh hak dari adanya perkawinan tersebut. Hal-hal yang
dimungkinkan dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan atau
pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan gugatan serta proses pembatalan
perkawinan di pengadilan adalah hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 37, 38
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun
1974.

Dalam hukum positif gugatan atau permohonan pembatalan perkawinan
hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.

b. Suami atau istri.

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.

d. Pejabat yang ditunjuk."

Sebagaimana kasus yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timur, tentang
gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian.
Bahwa sebelum istri pertama mengajukan gugatan intervensi, istri pertama belum
pernah mengetahui dan mendapat permintaan persetujuan dari suaminya untuk
menikah dengan istri kedua. Kemudian suami melangsungkan perkawinan dengan

istri kedua di KUA Jatinegara, Jakarta Timur dan mendapatkan dua orang anak,

% bid,. Pasal 23



yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi selang beberapa tahun dari pernikahan
tersebut, ternyata suami dan istri keduanya pisah rumah dan suami mengajukan
permohonan ikrar talak terhadap istri kedua pada pengadilan agama Jakarta
Timur. Ketika persidangan perceraian sedang berlangsung dalam tahap replik
duplik, istri kedua mengajukan permohonan sita marital dan pembagian harta
gono gini terhadap harta suaminya. Kemudian baru suami memberitahukan
kepada istri pertama bahwa suaminya telah menikah lagi dengan istri kedua. Maka
setelah istri pertama mengetahui adanya pernikahan antara suami dan istri kedua,
barulah istri pertama mengajukan gugatan kepada pengadilan yang memeriksa
perkara perceraian suaminya agar dapat dipanggil dan didengar keterangannya
dalam persidangan perceraian suami dengan istri keduanya, dengan alasan bahwa
suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Di samping itu ternyata dari alat
bukti P-1 berupa kutipan akta nikah tertera bahwa status suami adalah duda,
padahal suami masih mempunyai istri pertama yang sah, sehingga akta yang
dikeluarkan KUA Jatinegara harus dinyatakan tidak sah karena ada unsur
penipuan atau kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam skripsi
ini penyusun akan menganalisis satu putusan yaitu Putusan No. 935/Pdt.
G/2004/PAJT. Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, menjadi alasan bagi penyusun
untuk mengetahui secara jelas dengan cara melakukan penelitian tentang
“Gugatan intervensi Pembatalan Perkawinan Dalam Persidangan Perkara
Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 935/Pdt. G/2004/

PAJT)”



B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka
yang menjadi pokok masalah dalam masalah penelitian ini adalah putusan perkara
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Timur No.935/Pdt. G/2004
/PAJT. Sehingga dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana tatacara mengajukan gugatan intervensi dan siapa saja
yang berhak mengajukan gugatan intervensi.
2. Apakah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara pembatalan

perkawinan No. 935/pdt. G/2004/PAJT.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tata cara gugatan itu diajukan dan siapa
saja yang berhak mengajukan gugatan di Penagadilan Agama.

2. Untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan
hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang perkara
pembatalan perkawinan No. 935/Pdt. G/PAJT.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan literatur terhadap khazanah hukum Islam maupun
Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila

ingin meneliti permasalahan yang sama di lain daerah.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penyusun lakukan,
banyak literatur yang membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang
membahas secara khusus mengenai gugatan intervensi pembatalan perkawinannya
serta bagaimana tatacara gugatan itu diajukan jika sedang terjadi proses
persidangan yang sedang berjalan.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh tentang poligami di antaranya:
membahas mengenai " Poligami di Mata Islam” karya M. Ahnan dan Ummu
Khoiroh."" Mencoba melihat bagaimana hukum dan aturan poligami dilihat dari
kaca mata Islam. Pada bahasannya mengungkapkan bahwa dalam syari’at Islam
telah memberikan peluang bagi laki-laki (para suami) untuk berpoligami sesuai
dengan firman-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an, yang manfaatnya tidak
hanya dirasakan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya
bagi kaum wanita.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai seorang istri harus mempertimbangkan
permintaan suami yang ingin berpoligami, apabila sang suami mampu
melaksanakannya, mampu di sini artinya mampu berbuat dalam hal berbuat adil
untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Akan tetapi menurut Ahnan dan
Khoiroh, pada kenyataannya saat ini, banyak sekali istri yang belum mengerti
tentang hal tersebut sehingga apabila suami ingin melakukan poligami selalu

menjadi pemicu masalah kehancuran rumah tangga.

""'M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, Poligami di Mata Isam (Bandung: PT Syaamil Cipta
Media, 2003).
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”Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Positif (Studi
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1997-1999)”oleh Endah
Rahmawati. ”Pembatalan Perkawinan karena Adanya Wali yang lebih Berhak (
Studi Putusan di PA Banjarnegara)’oleh Ahmad Azmi. ”Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Atas Pasal 26
UU No. 1 Tahun 1974)” oleh Risfianan, Masalah yang dirumuskan dalam skripsi
ini lebih kepada peranan jaksa dalam mengajukan pembatalan perkawinan yaitu
bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut peraturan
perundang-undangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawianan. “Pembatalan Perkawinan
Karena Tidak Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan PA Cilacap
Perkara No. 348/pdt. G/2004/PA CLP). oleh Rohayatun, pada dasarnya kasus
dalam skipsi ini adalah masalah poligami namun yang menjadi obyek pembahasan
disini adalah masalah pembatalan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah karena
masih ada wali yang lebih berhak (wali Nasab). "Pembatalan Poligami Dengan
Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami (Studi Analisis Atas
Putusan PA Purwokerto Perkara No. 338/pdt. G/1997/PA PWT).

Dari literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa penelitian dalam kajian skipsi ini berbeda dengan karya ilmiah di atas baik
pada obyek penelitian maupun batasan kasus. Oleh karena itu penyusun
memfokuskan kajian tentang Gugatan intervensi Pembatalan Perkawinan Dalam
Proses Persidangan Perkara Perceraian Perkawinan (Studi Putusan Di Pengadilan

Agama Jakarta Timur).
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E. Kerangka Teoretik

Segala aspek kehidupan manusia baik hubungannya dengan khalignya
ataupun hubungannya dengan sesama manusia serta hubungannya dengan mahluk
lain sudah diatur dalam Islam. Sumber esensi yang memuat segala sumber hukum
adalah al-Qur’an dan al-Hadis. Namun hal ini tidak berarti semua hukum itu
diterangkan dengan terperinci, tetapi kadangkala diatur secara global yang
diperlukan cara atau alat untuk memahaminya.

Pekawinan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah yang berarti
telah menyempurnakan sebagian dari agama. Agama Islam sangat menganjurkan
perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat tujuan yang mulia dan agung.
Oleh karena itu untuk mewujudkannya harus memenuhi rukun dan syaratnya
sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Bagi umat Islam Indonesia
selain harus memenuhi peraturan yang ada dalam hukum Islam juga harus
memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh
Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan merupakan aturan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, di mana umat Islam mempunyai kewajiban untuk
taat kepada penguasa selama tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh
Allah, sebagimana firman-Nya:

i S o im0 gm0 431

Dalam seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinanlah yang

menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan di Indonesia. Hukum

'>An-Nisa (4): 49.
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perkawinan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga, rumah
tangga dan demi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan harmonis.

Menjadi suatu keharusan dari perkawinan adalah memenuhi segala
persyaratan serta rukun-rukun perkawinan, untuk mendukung sahnya sebuah
perkawinan, salah satu di antaranya adalah dengan adanya persetujuan dari pihak
istri kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

Dalam hal ini izin dari pihak istri dan izin dari pengadilan merupakan
syarat yang wajib dilaksanakan oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu.
Masalah perizinan bagi suami dalam perkawinan lebih dari satu sangatlah ketat
karena harus memenuhi berbagai macam syarat.

Dilarangnya seseorang menikah dengan tanpa adanya izin dari seorang
istri termasuk izin dari pengadilan dan tanpa adanya izin merupakan perbuatan
yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan dan perkawinan tersebut
tidak sah di mata hukum serta merupakan perbuatan munkar yang harus dicegah
dan dibatalkan perkawinannya.

Melakukan perkawinan dengan tanpa adanya izin dapat merugikan salah
satu pihak baik istri ataupun keluarga dari pihak istri karena merasa dirinya ditipu.
Akibatnya akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan
perpecahan dalam rumah tangga. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan
ini akan menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap aspek sosial, ekonomi
dalam rumah tangga serta pada anak-anak.

Dengan demikian apabila terjadi perkawinan dengan tanpa adanya izin

dari pihak istri dan pengadilan jelas akan membawa kemadaratan. Hukum Islam
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tidak menghendaki kemadaratan dan kemadaratan itu harus dihilangkan. Hal ini
sesuai dengan kaidah:
B 5 el
Pembatalan perkawinan dilaksanakan demi kemaslahatan, walaupun ada
pihak yang dirugikan karena perkawinan itu dilakukan dengan tanpa adanya izin
jelas melanggar hukum yang berlaku maka perkawinan itu dilarang.
Hal ini sesuai dengan kaidah:
14@'&]\ ?335’ =il &= Ll Gia ylasi 1Y)
Apabila perkawinan itu disahkan atau tidak dibatalkan akan menimbulkan
madarat yang lebih besar, sedangkan untuk membatalkannya akan membawa
madarat yang lebih ringan maka selayaknya perkawinan tersebut dibatalkan.
Dalam peraturan perundang-undangan, pembatalan perkawinan karena
tanpa adanya izin dari istri hanya dibahas sebagai dasar hukum. Hal ini dapat
diambil suatu pengertian apabila ada perkawinan yang kemudian diketahui bahwa
masih ada ikatan perkawinan salah satu pihak dengan orang lain, maka
perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Di dalam al-Qur’an juga telah disebutkan:

15 aSilay) CSle e W) oLl (e Ciliand)

' Asymuni A. Rahman. Metode Penerapan Hukum Islam, cet ke-1 (Jakarta: Bulan
Bintang:1976), hlm. 29.

" Asymuni A. Rahman. Qoidah-qoidah Fighiyyah, cet ke-1 (Jakarta: Bulan
Bintang:1976), hlm. 29.

' An-Nisa (4): 24.
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Berdasarkan teori-teori di atas, penyusun berusaha untuk menggunakannya

dalam menganalisa permasalahan yang ada yakni Gugatan intervensi Dalam

Perkara Pembatalan Perkawinan karena istri pertama mengajukan pembatalan

perkawinan terhadap suaminya yang ingin bercerai dengan istri kedua.

F. Metode Pendlitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian putusan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan atau
kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di pengadilan agama dengan
cara meneliti putusan yang didapat dari tempat terjadinya perkara.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu dengan memberikan gambaran
secara cermat dan juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan obyek

penelitian.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
Pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia (hukum positif). Dalam hal ini hukum positif yang mengatur
tentang perkawinan pada umumnya dan pembatalan perkawinan pada

khususnya.



16

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi
Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari
dokumen berupa berkas perkara, catatan, buku-buku, peraturan
perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-
data atau dokumen yang berhubungan dengan perkara No. 935/Pdt.
G/2004/PAJT. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian
terhadap berbagai tulisan yang terkait dengan pembatalan perkawinan
untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

b. Interview (wawancara)
Yaitu memperoleh data atau keterangan melalui wawancara secara
langsung dengan hakim, panitera, aparat yang terkait di Pengadilan
Agama Jakarta Timur tentang proses putusan perkara pembatalan
perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap

data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya

analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan

kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.

Dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu metode berfikir dengan

cara menganalisa data umum yang berkaitan dengan perkara pembatalan

perkawinan, kemudian dari data tersebut diambil suatu kesimpulan yang

bersifat khusus.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skiripsi ini agar lebih sistematis, maka
penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai
berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang
masalah yang kemudian dapat ditentukan pokok masalah. Pada penulisannya
nanti tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka. Kerangka
teoretik kemudian dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar gugatan intervensi dan
pembatalan perkawinan. Pembahasan ini diletakan pada bab kedua dimaksudkan
untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah. Bab ini
terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berbicara tentang pengertian gugatan
intervensi, tatacara mengajukan gugatan, pihak-pihak yang berhak mengajukan
gugatan. Sub bab kedua tentang pengertian pembatalan perkawinan, faktor-faktor
penyebab pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

Bab ketiga ini penyusun masuk pada permasalahan tentang gugatan
intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di
Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan mendeskripsikan masalah perkara
tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar dalam
mempertajam analisis.

Bab keempat tentang analisis terhadap kasus gugatan intervensi
pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraiaan di pengadilan

agama Jakarta Timur, yang berupa analisis terhadap pembuktian dalam memutus
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perkara pembatalan perkawinan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang
dikemukakan oleh hakim.
Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai gugatan

intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara perceraian di

Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2004, maka dapat disimpulkan:

1.

Tata cara mengajukan gugatan intervensi Yaitu mengajukan surat gugatan
kepada Pengadilan yang sedang memeriksa perkara yang akan digugat,
yang berisi pemberitahuan tentang apa yang diinginkan oleh penggugat
disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan supaya
dapat dipanggil dan didengar keterangannya sebagai pihak dalam
persidangan. Kemudian Pengadilan mempelajari isi surat gugatan dan
memanggil penggugat untuk ikut serta dalam persidangan jika surat
gugatan itu dikabulkan. Sedangkan yang berhak mengajukan gugatan
adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau
istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang.

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara
gugatan intervensi pembatalan perkawinan dalam persidangan perkara
perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur ini melihat pada alasan-
alasan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu kutipan akta nikah bahwa
status Tergugat Intervensi I adalah duda padahal masih mempunyai istri

yang sah. Kemudian tidak adanya persetujuan dari istri yang sah dan izin
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dari pengadilan, maka perkawinan Tergugat Intervensi I dan Tergugat

Intervensi II batal sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut.

B. Saran

1.

Para Pegawai Pencatat Perkawinan di KUA meskinya berhati-hati dalam
melakukan penelitian, apakah syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan seseorang telah terpenuhi dan tidak terdapat halangan, baik
menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Kepada birokrat pemerintahan untuk menindak tegas pegawainya yang
membantu seseorang melakukan penipuan identitas karena hal tersebut

termasuk penipuan terhadap hukum.
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Lampiran |

TERJEMAHAN
No. | HIm | No. Foot Terjemahan
Note

1 1 1 Dan diantara tandatanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya,
dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 12 12 Ha orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan
ta atilah Rosul (Nya) dan ulil amri di antara kamu.

3 13 13 Kemudharatan itu dihilangkan.

5 13 14 Apabila ada dua pertentangan yang melarang dan
mewajibkan hendaklah didahulukan yang melarang.

6 14 15 Dan (diharamkan juga mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki.

7 75 52 Ha orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya
dengan benar.

8 79 55 Wahal orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saks karena
Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kaum kerabatmu.
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10.

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam persidangan perceraian jika ada pihak yang ingin mengajukan gugatan
bagaimana prosedur dalam mengajukan gugatan di pengadilan?

Siapa sga yang dapat mengajukan gugatan ketika persidangan perceraian
sedang dalam proses?

Bagaimana kriteria gugatan intervensi pembatalan itu dapat dikabulkan oleh
hakim?

Apakah sama prosedur tata cara mengajukan gugatan intervens dengan
mengaj ukan gugatan perceraian?

Dalam memutus perkara pembatalan perkawinan ini  hakim hanya
berdasarkan pada per-Undang-Undangan yang ada sgja atau merujuk pada
sumber-sumber yang lain?

Dalam Hukum Islam antara perkawinan yang fasid dengan perkawinan yang
batal adalah berbeda, lalu Pengadilan Agama menggunakan istilah yang
mana?

Dalam gugatan pembatalan perkawinan ini ada unsur penipun dan tidak
adanyaizin dari istri bagaimana hakim membuktikannya?

Pertimbangan apa sga yang dipakai hakim dalam memutus perkara
pembatalan perkawinan ini?

Faktor-faktor apakah yang menjadikan seorang suami melangsungkan
pernikahan lagi tanpa seizin dari istri?

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum,
maka dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentunya juga membawa

akibat hukum kemudian bagaimana penyelesaian masalah ini?
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